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Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Peraiiran Peta Penutupan Lahan Tahun 2023



Indonesia memiliki luas daratan seluas 187,9 juta ha

yang terdiri dari lahan berhutan seluas 96,2 juta ha

(51,2%) dan lahan tidak berhutan seluas 91,7 juta ha
(48,8%).

Luas penutupan lahan di dalam kawasan hutan
daratan terdiri dari: 88,6 juta ha (74,8%) masih
berhutan dan 29,8 juta ha (25,2%) merupakan
lahan tidak berhutan (non hutan).
Berdasarkan fungsi kawasan, penutupan lahan
berhutan terbesar terdapat pada fungsi Hutan
Lindung seluas 24,0 juta ha (27,2 %).



PENUTURAN BERHUTAN PADA 7 (TUIUH) EELOMPOK
PULAUERULAVARN BESAR (RIBUHA)

KAWASAN HUTAN APL
NO. PULAU/KEPULAUAN — HUTAN TETAP — — HPK Jumlah o LUAS " TOTAL

1 SUMATERA 3.908,1 3.761,6) 1.246,3 3953,8] 128704 1822 130526 13,6 1.095,1 1,1 14.147,7
2 JTAWA 440,1 504,4 319,9) 1.114,0 23754 0,0 23754 2,5 400,5) 04 2.779,2
3 KALIMANTAN 3.564,1 5.903,7 9.113,6 60327 249141 sse4| 235005 26,3 24204 25| 279710
4 SULAWESI 1.513,3 3.526,7] 2.473,9 7377 8.251,5 167.1 54187 37 8335 09 9.252,5
5 BALI NUSA 263,6) 73,3 326,3) 254,1 1.721,5 20,5 1.742,2 15 945,1 1,0 2.690,3
6 MALUKU 556,1 1.006,6 1.341,5 516,9) 3.751,2 1.126,1 48773 5,1 2873 03 5.164,6
7 PAPUA 7.003,5] 5.465,4 7.043,7 s2626] 287776 36122 323808 33,7 1.336,4 20| 342781

TOTAL 17.581,00 240437 218680 191719 sze6s6 56949 883505 91,8 7.5718 52| 962314

Kelompok Pulau Papua memiliki luas terbesar penutupan lahan berhutan pada kawasan hutan daratan yaitu
32,3 juta ha atau 33,7% dari luasan total lahan berhutan di daratan Indonesia sebesar (96,2 juta ha), diikuti
dengan Kelompok Pulau Kalimantan seluas 25,5 juta ha (26,5%), sedangkan luas terkecil adalah Kelompok
Pulau Bali dan Nusa Tenggara seluas 1,7 juta ha (1,8%).

Area Berhutan pada

PULAU DETELE]
Kawasan Hutan
SUMATERA 12.857,1 47.076,9 27,3
JAWA 2.349,2 13.394,3 17,5
KALIMANTAN 25.229,2 52.990,4 47,6
SULAWESI B8.378,7 18.445,6 45,4
BALI NUSA 1.751,2 7.306,9 24,0
MALUKU 3.705,5 7.775,2 L
PAPUA 32.441 .3 40.948,3 79,2
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Bagan Alur Proses Pengnitungan Deforestasi

EISHIVA



Penyajian luas deforestasi sejok periode tahun 2011-2012 merupakan hasil penghitungan deforestasi netto yang sudah mempertimbangkan
besaran reforestasi. Sementara perhitungan pada periode sebelumnya masih menggunakan deforestasi bruto. Deforestasi tertinggi terjadi
pada kurun waktu tahun 1996-2000 dan terlihat adanya penurunan pada periode-periode selanjutnya. Berdasarkan hasil perhitungan
diperoleh angka deforestasi Netto Indonesia tahun 2023 adalah sebesar 121,1 ribu ha. Jika dilihat tren deforestasi berdasarkan data sebelumnya
maka tahun ini terjadi sedikit kenaikan namun tetap lebih rendah daripada rata-rata deforestasi sepuluh tahun terakhir terutama jika
dibandingkan dengan kejadian elnino pada tahun 2015 dan 2019 yang kurang lebih sama dengan tahun ini. Hal ini menunjukan bahwa
berbagai upaya yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhir-akhir ini menunjukkan hasil yang signifikan antara lain:
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, penerapan Inpres Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam
Primer dan Lahan Gambut, Pengendalian Kerusakan Gambut, Pengendalian Perubahan Iklim, Pembatasan perubahan Alokasi Kawasan Hutan
untuk sektor non kehutanan (HPK), Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH/TORA), Pengelolaan Hutan lestari,
Perhutanan Sosial, serta Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
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DEFORESTASI INDONESIA (RIBU HA) TAHUN 2023

Deforestasi Indonesia tahun 2023 sebesar 121,1 ribu ha (di dalam dan di luar kawasan hutan), yang berasal dari

angka deforestasi bruto sebesar 145,4 ribu ha dikurangi reforestasi sebesar 24,3 ribu ha. Luas deforestasi bruto

tertinggi terjadi di kelas hutan sekunder, yaitu 132,1 ribu ha (90,8 %), di mana 63,8% atau 84,3 ribu ha berada di
dalom kawasan hutan dan sisanya seluas 47,8 ribu ha atau 36,2 % berada di luar kawasan hutan.




PETA DEFORESTASI INDONESIA TAHUN 2023




LUAS DEFORESTASINETTO

NO. FUNGSI KAWASAN Luas (Ribu Ha) %

1 |Kawasan Hutan Konservasi (HK) 45 3,7

2 |Kawasan Hutan Lindung 6,1 5,0

3 |Kawasan Hutan Produksi
a. HPT 175 14,4
b. HP 38.3 31,6
c. HPK 5,8 4.8
sub Total 61,6 50,8
Total Kawasan Hutan (1+2+3) 72,2 59,6

4 |Areal Penggunaan Lain 48,9 404
Total Deforestasi (1+2+3 +4) 1211 100,0




DEFORESTAS| NETTO PADA 7 (TUJUH) KELOMPOK PULAU/KEPULAUAN BESAR
DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 (RIBU HA)

KAWASAN HUTAN

NO. PROVINSI HUTAN TETAP APL | TOTAL
[ BK | HL HPT HP [ Jumlah | PK | Jumlah

1_|PULAU SUMATERA 48 45 9.1 3.7 22,2 21 243 126 36.9
2_|PULAU JAWA 0.0 00 0,0 0,6 0.7 - 07 03 1.0
3 |PULAU KALMANTAN |- 08| 05 5.6 30,6 36,0 21 37 1 30,5 676
4_|PULAU SULAWESI 0.1 09 1.4 1.0 3.6 02 38 25 6.4
5_|PULAU BALI NUSRA 0.0 0,3 0.1 0,6 K 0,0 K 05 15
6 _|PULAU MALUKU 0.0 0.1 0.6 0.8 5 0.7 22 05 27
7_|PULAU PAPUA 02 06 0.6 1.0 24 06 30 20 5.0
Total 45 61 17,5 38 3 66,4 58 722 489 121.1




NERACGA SUNMBER DAYA RHUTARN
(MsDm)

Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) adalah suatu informasi yang dapat menggambarkan cadangan, kehilangan
dan penambahan sumber daya hutan sebagai akibat aktivitas pengelolaan hutan, sehingga pada waktu tertentu
dapat diketahui kecenderungannya apakah surplus atau defisit dibandingkan dengan waktu sebelumnya.
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NERAGCA SUNMBER PAYA HUTAN
(MSDM)

NSDH tahun 2024 berarti menyajikan dan membandingkan data dan informasi yang
berkaitan tentang neraca kawasan hutan, neraca penutupan hutan  neraca potensi kayu dan
neraca potensi moneter kayu pada tahun 2022 dengan tahun 2023. Penyajian data tersebut
sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan hutan yang terdiri dari hutan konservasi (HK),
hutan lindung (HL), hutan produksi (HP) dan area di luar kawasan hutan atau biasa disebut

dengan area penggunaan lain (APL).

RUANG LINGKUP NSDH DATA NSDH 2024

CIN
o .2

KAWASAN HUTAN

118,1 juta ha 118,1 juta ha

96,4 juta ha 96,2 juta ha

POTENSI KAYU

12.845,2 juta m3 12.836,6 juta m3

POTENSI MONETER KAYU

5.123,3 Triliun 5.121,1 Triliun
Catatan:
() Angka atau nilai bersifat indikatif dan dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan
pembaharuan

atau peningkatan akurasi data.

() Potensi kayu merupakan potensi kayu dari tutupan hutan dan potensi kayu dari
tutupan vegetasi
berkayu.
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Sebaran Klaster IHN 2.0

Total: 3632 klaster
e HLKRT: 2512 klaster (69%)

e TOF: 517 klaster (14%)
e Mangrove: 603 klaster (17%)

Pelaksanaan IHN 2.0 dalam Sistem Panel S tahunan

Stratum Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4 Panel 5 Total
HLKRT 199 638 640 640 395 2512
TOF/PDLH 67 143 152 146 95 603
Mangrove 99 119 108 114 77 517
Total 365 900 900 900 567 3632
Persentase (%) | 10 25 25 25 15 100

Peta Jalan IHN 2.0



PERATURANPENMANTAUARN
SUMBER DAYA RUTAN

PERATURAN TERKAIT PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

e Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan No. P.1/VII-IPSDH/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang
Pedoman Pemantauan Penutupan Lahan.

¢ Peraturan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: P.1/PKTL/IPSDH/PLA1/1/2017 tanggal
26 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Sosial Budaya Masyarakat Pada Kesatuan
Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksl (KPHP)

* Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor:
P.1/PKTL/IPSDH/PLA1/1/2017 Tanggal 26 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Hutan pada
Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)

* Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor:
P.6/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019 tanggal 15 Oktober 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Survei
Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB).

® Peraturan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Nomor:
Juknis.1/IPSDH/PSDH/PLA1/7/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengecekan Lapangan Hasil Penafsiran Citra
Satelit Resolusi Sedang Untuk Menghasilkan Data Penutupan Lahan

e Peraturan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Petunjuk Teknis Penafsiran Citra
Satelit Resolusi Sedang Untuk Update Data Penutupan Lahan Nasional Nomor : Juknis
1/PSDH/PLA.1/7/2020 Tanggal 6 Juli 2020.

* Peraturan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan tentang Petunjuk Teknis
Penafsiran Citra Penginderaan Jauh Untuk Menghasilkan Data Penutupan Lahan Skala 1:50.000 pada
Areal Unit Pengelola Nomor: Juknis 1/PSDH/PLA.1/8/2021 Tanggal 9 Agustus 2021.



Diterbitkan :

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Gedung Manggala Wanabakti Blok | Lantai 7
JI. Jenderal Gatot Subroto Senayan - Jakarta 10270
Email: simontana@menlhk.go.id
Telp. (021) 5730335-5730292
Fax. (021) 5730335



